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Rangkuman DISKUSI 

MateriRangkumaninidapatdikutipuntukpublikasiataukeperluanlainnyadenganmencantumkanketerangansumber 

“The Indonesian Forum yang diselenggarakanoleh The Indonesian Institute” 

TEMA : Perppu Ormas: Ancaman atau Solusi?  

Pengantar diskusi oleh: 

1. Arsul Sani (Anggota DPR RI Komisi 3, Fraksi PPP) 

2. Arfianto Purbolaksono (Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute) 

3. Muhammad Abdullah Darraz (Direktur Eksekutif Maarif Institute ) 

 

Moderator : Zihan Syahayani (Peneliti The Indonesian Institute) 

 

Partisipan 

Peserta yang hadir sebanyak 15 orang. Peserta dari berbagai kalangan, yakni civil society, DPR RI, dan media. 

 

PEMBAHASAN 

(1) Arsul Sani.  

Ditanya soal Perppu, saya susah. Saya di satu sisi anggota DPR dan partai pendukung pemerintah, dan di sisi 

lain pernah di LBH dan pernah berada di posisi yang teraniaya. Saat Perppu dalam pembuatan, kami partai 

pendukung pemerintah juga diundang oleh Kemenkopolhukam untuk ini. Di sana ada proses, kebetulan yang 

background hukum hanya saya, concern yang sekarang jadi concern masyarakat sipil itu sudah dibahas. Di 

satu sisi sebagai orang hukum, saya juga bisa memahami tentang penggunaan konsep, contrarius actus yang 

disebuat, yang meletakkan pemahaman kalau pemerintah keluarkan ijin, tapi jika lihat tak sesuai aturan 

maka yang kasih ijin boleh membatalkan. Bagi yang tidak setuju boleh melewati jalur hukum.  

Dalam penggiat HAM, prinsip contrarius actus itu harus mengikuti prinsip HAM. Namun ada problem yang 

kita lihat bahwa ada kepentingan lebih besar yang harus diperjuangan dan kemudian memang perlu dan 

dengan sangat terpaksa melanggar HAM orang lain, kita harus tempuh ini. Soal HTI saya pernah bicarakan 

ke mereka, bahwa mereka hanya perlu komitmen anda bahwa ideologi anda adalah Pancasila, bahwa anda 

mendukung NKRI dan bukannya mendukung khilafah. Tapi jawabannya tidak pernah clear. Anda 

memperjuangan syariat islam tidak masalah, tapi mereka tidak mau.  

Hal yang perlu dikritisi, bahwa di Perppu ini tidak memasukkan prinsip-prinsip UU Adminstrasi 

Pemerintahan, tapi kemudian disunat. Kemudian soal ketentuan pidana. Kita di DPR sedang bahas RKUHP 

dan itu inisiatif pemerintah, RUU dan draftnya dari pemerintah. Ini sudah selesai dan sudah masuk pansus, 

dan jika tahun ini beres maka ini keberhasilan besar DPR periode ini. Tapi ternyata ketentuan pidananya 

begitu, minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup. Itu artinya pemerintah tidak lakukan sinkronisasi 

dengan aturan lain. 

Terkait Perppu ini, saya ingin sampaikan bahwa kalau kita mau terima harus direvisi segera. PPP akan 

bilang ini, terima dengan catatan. Kalau case seperti ini, saya bisa memahami, masyarakat sipil yang sekuler 

maupun yang berbasis agama melihat ini sebagai ancaman.  
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(2) Arfianto Purbolaksono.  

Kita memang pernah melihat pancasila itu sebagai alat kekuasaan dan kemudian banyak pihak yang tertarik 

dengan ideology-ideologi baru termasuk juga dengan HTI ini. Kalau dalam konteks kegentingan itu kita bisa 

lihat dari apa yang mereka lakukan. Artinya ada kelompok yang mencoba menawarkan atau mengganti 

bentuk Negara, mengganti ideology pancasila dan contohnya HTI. HTI kita lihat memang tidak besar dan 

tidak mungkin lakukan makar. Hal besar dari mereka adalah idenya. Kalau lihat dari Pilkada DKI terlihat 

bahwa keberislaman ini menjadi tren. Dan ditakutkan ini menjadi trigger, kalau kelompok ini 

menjadikannya sebagai alat kepentingan politik, ide tentang khilafah inilah yang masuk. Kelompok lain 

mungkin tidak ada tawaran.  

 

Dari sisi lain, bukan hanya pemerintah yang harus bertanggung jawab menyelesaikan hal ini. Pihak lain 

misalnya partai politik itu harus ikut di dalam proses-proses deradikalisasi ini nantinya.  

Hal lainnya adalah bahwa dari oposisi Jokowi menyatakan bahwa ini adalah sebuah kebijakan otoriter, 

kebijakan yang menindas islam dan lain sebagainya. Artinya dimanfaatkan untuk menyerang Jokowi, dan 

juga untuk menuju 2019. Artinya Perppu ini juga menjadi tantangan bagi koalisi pendukung.  

 

(3) Muhammad Abdullah Darraz.  

Kalau kita lihat di LSM terpecah menyikapi isu Perppu Ormas ini dan itu adalah sebuah dialektika yang 

bagus sehingga perlu diskusi cerdas antar dua kelompok ini. Kemudian pertanyaan apa urgensinya Perppu 

Ormas ini untuk mengganti UU Ormas? Kami pernah adakan diskusi membahas hal ini dengan koalisi 

masyarakat sipil dengan berbagai tokoh termasuk Polri bahwa ada rekomendasi perlu pembubaran 

terhadap organisasi-organisasi radikal ini.  

Isu Ormas radikal itu sudah lama, dan kami di lapangan melihat bahwa organisasi ini masuk ke sekolah 

negeri, melakukan penetrasi terhadap siswa, guru dan kepala sekolah. Itu konteksnya di 2011. Pelajaran 

PPKN itu sangat lemah menanamkan ideologi Pancasila. Ini sebelum direvitalisasi melalui Kurikulum 2013.  

Hal lainnya adalah bahwa masyarakat kita seperti alergi dengan Pancasila karena pada zaman orde baru 

dijadikan alat kekuasaan.  

Hal lain yang kami perlu cross check, bahwa organisasi ini sudah masuk ke institusi pemerintah, itu sudah 

30 persen ASN kita menjadi simpatisan kelompok radikal ini. Kami coba bahas polanya seperti apa. Kami 

temukan, mereka menguasai ruang publik seperti sekolah, mesjid kemudian aparatur desa dan mencoba 

memenuhi basic needs masyarakat pedesaan seperti mesjid dan sekolah. Kader-kader mereka berasal dari 

sekolah tinggi yang mereka dirikan untuk memproduksi imam, marbot dan lain sebagainya.  

Ini fenomena bagaimana radikalisasi ini bekerja massif di masyarakat kita 10 tahun terakhir ini. Tapi negara 

seperti tidak hadir dan tidak aware terhadap hal ini.  

Mengeluarkan Perppu ini adalah langkah hukum yang diambil pemerintah tapi apakah pemerintah juga 

punya langkah-langkah soft /langkah cultural di masyarakat untuk mencegah radikalisasi, melindungi 

masyarakat dari penetrasi ideologi ini.  

Perppu ini akan jadi solusi jika kita tetap mengkritisinya dan kemudian menanamkan lagi nilai-nilai 

pancasila dengan baik.  

FORUM DISKUSI 
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1. Hanung, FNF. Saya sudah lihat penetrasi sudah ada sejak 2004, saat anak saya ikut Rohis di sekolah. Dan 

kita berdiskusi dengan terbuka tentang apa yang dia bahas di Rohis itu dan bertentantang dengan yang 

ada di Al Quran. Kemudian terkait pentingnya peran parpol, mereka tentang keparpolan itu sendiri 

mereka tak paham. Hal ini juga sulit karena mereka masuk lewat ibadah. Sehingga kalau bicara parpol, 

harus masuk ke penguatan parpol dalam rasionalisasi demokrasi. 2012 itu mulai ada gerakan melawan 

terutama dari NU, misalnya dari Gusdurian. Ini bisa kita jadikan contoh untuk membangun gerakan 

masyarakat sipil. Ini memang akan solusi dalam jangka pendek tapi gimana jangka panjang 

2. Budi. Soal di Muhammadiyah itu juga terpecah. HTI memang bilang mereka paling benar dan yang lain 

salah. Ideologinya perlu dipermasalahan terlebih dahulu. Dan kalau terkait Perppu ini  

3. Sinta, FNS. Di Perppu ini ada definisi tentang ormas. Bagaimana posisi organisasi di sayap parpol apa 

mereka rentan juga atau gimana? Kemudian ada pasal pidana seumur hidup tapi juga ada soal simbol-

simbol itu gimana penjelasannya.. 

4. Alif, CSIS. Soft method sudah dipakai tapi tak berhasil. Soft methodnya itu contohnya seperti apa? Kedua, 

sebenarnya yang divisikan dari penggunaan Perppu ini apa? Dengan cepat HTI dibubarkan tapi kemudian 

apa yang diinginkan ke jangka panjangnya.  

 

Catatan :  

1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di 

http://www.theindonesianinstitute.com/category/pendidikan-publik/the-indonesian-forum-

pendidikan-publik/ 

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber 

informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”. 

TERIMA KASIH 
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